BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan praktik kerja profesi apoteker di apotek maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pemahaman mengenai
praktik pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk peran serta
tanggung jawab seorang apoteker komunitas.

Mahasiswa  memperoleh  pengalaman  langsung  dalam
melaksanakan pelayanan manajerial dan Klinis di apotek sesuai
standar profesi, kode etik kefarmasian, dan prinsip berorientasi
pada pasien.

Memperoleh pengalaman di lapangan dalam merencanakan,
mengadakan serta mendistribusikan sediaan farmasi.

Mahasiwa calon apoteker mampu mengembangkan kemapuan soft

skill dan hard skill melalui pelayanan yang ada di apotek.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan praktik kerja profesi apoteker di apotek maka saran

yang dapat diberikan pada calon apoteker adalah sebagai berikut:

1.

Sebelum mengikuti PKPA, mahasiwa calon apteker perlu
melakukan persiapan dengan memahami teori terkait praktik
manajerial maupun klinis, serta mempelajari aspek hukum dan
etika. Hal ini penting agar proses diskusi dan bimbingan dapat
berlangsung dengan baik serta dapat diterapkan secara tepat.

Mahasiwa PKPA juga perlu memiliki keberanian dan rasa percaya

diri saat berinteraksi dengan pasien, disertai keterampilan
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komunikasi serta kompetensi kefarmasian, sehingga mampu

memberikan pelayanan yang tepat dan profesional kepada pasien
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